
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 30 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN 
PENGURUS PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTAPALEMBANG 

Menimbang · a. Bahwa dalam rangka meningkalkan motivas, ke,ja dalam per,gelolaan perusahaan 

Mengingat 

menuju profeslonalis:asi kepengururin PDAM Ti~ Musi Palembang, pelfu merubah 
dan menlnjau kembali Peraturan Walilcota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 
tenlang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Mus, 
Palembang,untuk diseualkan dengan keadaan ekonoml saat ini; 

b. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 23 Peraturan Daerah 
Kotamadya 0-dtffah Tingkat II Palembang Nomor 4 T;,hun 1999 tentaog Ketentuan­
ketentuan Pokok BadanPengawas dan Direksl Perusahaan Daerah Ajr Minum Tirta 
Musi Palembang, bahwa penghasilan adalah gajl d1tambah qengan lur1]angan­
tunjangan lainnya dan Jass Produksi, maka pertu menetapkan besaran penghas1lan 
Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang; 

c. bahwa berda.sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, 
pertu menetapkan Peraturan Walikola Palembang tentang Penetapan Besaran 
Penghasilan Pengurus POAM Tirta Musi Palembang. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenlukan Oaerah llngkal I 
Sumatera 5elatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pe,usahaan Oaerah ( Lembaran 
Negara Rl Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2901); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) 
sebagaimana lelah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemenntahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan 
lembaran Negara RI Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraluran 
Perundang-tindangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nornor 5234); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2095 tentang Pengembangan Sistem 
Penye<llaan Air Minum ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 33,Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4490); 

7. Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsl ·dan Pemerintah 
Daerah Kabupalen/Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4737); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun _1984 tentang Tata Cara 
Penenll.ian dan Pengawasan Perusahaan dilingkungan Perusahaan Daerah. 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pe<loman 
Pene~pan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah />Jr Mlnum, 

10. Peratl.lran Menleri Dalam Negeri Nomor 2. Tahun 2007 tentang Organ dan 
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. 

11. Peraturan Daerah Kolamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 
1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Palembang 
(Lembaran Daerah Proplnsi Daerah tingkal I Sumatera Selal'an Tahun 1976 
Nomor 13); 

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ttngkal II Palembang fllomor 4 Tahun 1999 
tentang Ketentuan-1<.etentuan Pokok Badan Pengawas dan Direksi Pei:usahaan 
Daerah Air Mlnum Tlrta Musi Palembang ( Lembaran Daerah Kotamdya Daerah 
lingkal II Palembang Tahun 1999 Nornor 13); 

13. peraturan Daerah Kotam~ya Tingkal II Palembang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
ketentuan-ketentuan Pol<ok ·sadan Pengaws dan Direksi Perusahaan Daerah Air 
Mlnum Tlrta Musi Palembang (Lembar:an Daerah Kotimadya Daerah TTngkat II 
Palemban_g Tahun 1999 Nomor 14); 

14. Peraturan Daerah Kotamadya nngkat II Palembang Nornor 9 Tahun 199.9 tentang 
Pengelolaan Air Minum PeriJS:ahaan Daerah Al r Mfnum Trrta Musi 
Palembang(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkal II Palembang Tahun 
1999 Nomor 17}; 

15. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tenlahg Urusan 
Pemecintah Kola Palembang {Lembaran Daerah Kota Palembang Tal)un 2008 
Nomor 6). 

MEMUTUSKAN ; 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BESARAN 
GAJI DAN PENGHASILAN PENGURUS PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG. 

Pasal 1 

Dengan Peraturan mi, meAetapkan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tlrta Musi 

Palembang. 

Pasal 2 

Besaran Penghasilan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaJ<s.ud 
dalam Pasal 1, adalah terdiri dari Gaji pokok, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan 
Perumahan yang pantas (bagi Anggola Direksi yang tidak menemr,_ati perumahan 
Oinas) ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya dan Jasa Produksi. 

Pasal 3 

(1) Yang dlmaksud 1unjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dlmaksud pasal 2 terdiri 

dari : 
a. Tunjangan Keluarga; 
b. Tunjangan Jabatan; 
ec. Tunjangan Keahlian; dan 
d. Tunjon_gan Sandang Pang~n. 



(2) Yang dimaksud Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 
bagian dart Laba 8efsih PDAM Tirta Musi Palembang setlap tahun yang ditetapkan 
sebagai Jasa Produksi 

Pasal 4 

Besaran Gaji pokok Direksi PDAM Tfrta Musi Palembang sebaga!mana dimaksud 
dalam pasal 2. adalah sebagai berikut : 

a. Direktur utama menerima gaji pokok sebesar 2½ kali gaji pokok pegawa1 tert,nggi 
dalam PDAM Tlrta Musi Palembang. 

b. Anggola Direksl lamnya menerima gaji pokolc sebesar 90 % dart gajl pokok 
Dfrektur Utama. 

Pasat 5 

8esaran Tunjangan Kesehatan D1reksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana 
dlmaksud dalarn Passi 2, adalah sebagai berikut : 

a D1rektur Utama sebesar Rp. 3.093.750,- (tiga juta ssrnbilan puluh liga ribu tujuh 
f?IUS lima puluh Npiah) per bulan. 

b. Anggota Oireksi lainnya sebesar Rp. 2.784.375,- ( dua Juta tvjuh ratus de.lapan 
puluh ernpal n'bu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) perc bulan. 

Pasal 6 

Besaran Tunjangan Perumahan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana 
dimaksud d11l11m Puaal 2, a(lalah cebagai berikut : 

a. Direktur Utarna sebesar Rp. 5.156.250,- ( lima Juta serarus lima puluh enam ribu 
dua ratus f11Tia puluh rupiah) per bu.Ian. 

b. Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 4.640.625,- ( empat futa enam rarus empat 
puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) per- bu.Ian 

Pasal7 

Besaran Tunjangan-tunjangan lainnya untuk Direksi PDAM Tirta Musi Palembang 
sebagalmana d1maksud pasal 3, adalah sebagal berikut :. 

a Tunjangan Keluarga : 
. Tun]angan lslri/suami sebesar 100/4 dari Gajl pokok masing-masing Direksi. 
- Tunjangan anak (maksimal 2 orang) sebesar 5% dart GaJI pokok masing- masing 

Direksi unruk setiap orang anak.. 

b. Tunjangan Jabatan untuk Direktur Utama sebesar Rp. 15.468.750,- ( lima betas Juta 
empal ratus enam puluh delapan ribu lujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan dan 
Anggota Direksi lalnnya sebesar Rp. 13.921.875,-( tlga belas juta sembilan ratus dua 
puluh salu nbu delapan ratus lujuh puluh fima rupiah) per bulan . 

c. Tunjangan Keahlian untuk Dlrektur Utama sebesar Rp. 12.375.000,- (dua belas 
juta Uga ratus tujuh puluh fima ribu rupiah) per bulan dan Anggota Direksl lainnya 
menerima sebesar Rp. 11 .137.500,- (sebelas juta seratus liga puluh tuJuh nbu lima 
ralus rupiah) per bulan 



d. TunJangan Sandang Pangan untuk Oirektur Utama sebesar Rp.3,093.750.- ( tlga 
Jllta sernbllan puluh t~a ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan dan An;ggota 
Oireksi lainnya se~r Rp. 2..784.375,-{ dua juta tuj\lh rarus dclapan puluh empal 
ribu tiga ratus tuJuh puluh lima rupiah) per bul.u, 

Pasal 8 

Besarari Uang Jase 8adan Penga»~ PDAM T/,<ta Musi Paiemba.,ig sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagal berikut : · 

a Kellia Badan Pengawas menerima sebesar 45 % dari penghasilan 
Utama. 

Oir"8ktur 

b. Sekrelarls Sadan Pengq.Was menerima sebesar M) % dar:i pengh;ls,lan Direktur 
Utama. 

c. Anggota Sadan Pengav,as menerfma setiesar 35 % dari penghasilan Direkl.ur 
ll@ma. 

Pasal 9 

Besaran .i..--sa Produksi adalah 20% d?ri laba beisih 5ele1ah fl()longan pajak dan 
pembagiannya <frtetapkan sebesar 82¼ % untuk karyawan dan sebesar 17½ % untuk 
pengurus. 

Pasal 10 

PenghaS11an Oireksi dan U9ng J~ Sadan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pacla Rencana Kerja dan Anggaran 
POAM Tlrta Musi Palembang. 

Pasal 11 

Dengan cfrte.tapkannya Peraturan inr, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus POAM 1lrta Musi 
Palembang, dtcabut dan din~al<an ~a~ oei\alw. 

Passi 12 

Peraturan ini mulai befiaku pada tangg81 dlundangkan. 

Agar ~l> orang m.e!',9i?t.ahuinya, maMrintahka." pe~undangan Peraturan ini. 
dengan peneinpa\8Mya dalam Betita Acara Qaerah Kola Palembang .. 

I ,tJJ. -1\P..J.ccciban.t:,' 10- 't- ~013• 
• , O~'\ l<Ol'A P.uD!E6JiG', 

Ditetapkan di Palembang 
Pada tanggal to ?-st:. 2013 

PALEMBANG, 


